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QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSIACEH

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5679), Dewan Penrvakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara bersama Bupati

Aceh Utara telah menyempurnakan Rancanangan tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017

sesuai dengan Keputusan Guberbur Aceh Nomor 903/89/2017 Iahun 2017

tanggal 20 Februari 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun

Kabupaten Aceh Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh

Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar

Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Kabupaten Aceh Utara

Tahun Anggaran 2017 lidak bertentangan dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

1. Undano-Undano Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah" Otonori Kabuoaten-kabupaten dalam Linqkunqan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lemkiaran Neqaia Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negar-a Nomoi 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran rueoaiin6buUti( lnOonein fanun 1965 Nomor 68, Tambahan
LlmOaian rueqEra Nonior 3312) sebagaimana telah diubah delgaq Undang-

Undanq Nombr '12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia

iatiunigg+ Nomor 62, Tambahan L'embaran Negaia Nomor 3569);

3.Undang-undang.,..,..,
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3 Undano-Undano Nomor 28 Tahun 1999 tentano Penvelenooaraan Neoara
vano Bersih d5n Bebas dari Koruosi, Kolusi tan Neootilire (LembIran
Neg-ara Republik lndonesia Tahun'1999 Nomor 75, Tambahan'Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 385'l):

Undano-Undanq Nomor 44 Tahun 1999 tentanq Penyelenggaraan
Keistim-ewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh.

Undano-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentano Keuanoan Neoara
(Lembiran Negiara Republik lndonesia Tahun 2003 I.,lomor 47, Tamba"han
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor42B6),

Undano-Undano Nomor 1 Tahun 2004 tentano Perbendaharaan Neoara
(Lembdran Nedara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambdhan
Lembaran NegIra RepLiblik Indonesia Nomor 4355):

Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penqelolaan
dan l"anoounolawab Keuanoan Neoara {Ldmbaran Neoara Heoublik
lndonesia"Tah[h 2004 Nomoi 66, Tahbahah Lembaran Ndgara Rei:ublik
lndonesia Nomor 4400);

Undano-Undano Nomor 25 Tahun 2004 tentan
Pemba-nounan Nasional (Lembaran Neoara Reoubl
Nomor 1b4. Tambahan Lembaran Negaia Republik
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B Sistem Perencanaan
Indonesia Tahun 2004

Indonesia Nomor 4421);

Pemerintahan Aceh
Nomor 26, Tambahan

I Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbangan Keuangan
antara 

"Pemerin-tah Pusat dan Pemerintahan D-aerah (Lemtaran Neg-ara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438);

10. Undano-Undano Nomor 11 Tahun 2006 tentano
(Lembdran Neg"ara Republik lndonesia Tahun 2006-
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633);

11. Undano-Undano Nomor 28 Tahun 2009 tentano Paiak Daerah dan Retribusi
Daerati (Lemb5ran Negara Republik Indonesia Thhun 2009 Nomor 130.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

'12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Keuanoan Keoala Daerah dan Wakil Keoala Daerah
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 2i0, Tambaha
Republik lndonesia Nomor 4028);

Tentano kedudukan
(Lembiran Neqara

n Lembaran Negara

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentanq Kedudukan Protokoler
dan Keuanoan Pimornan dan Anooota DPRD (Lembaran Neoara Reoublik
lndonesia lahun 2004 Nomor 90',-Tambahan'Lembaran Nedara Rebublik
lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentanq Kedudukan Protokeler
dan Keuanoan Pimoinan dan Anooota DPRD {Lembaran Neqara Republik
lndonesia lahun 2007 Nomor 47,"Tambahan'Lembaran Nelara Republik
lndonesia Nomor 4712);

16, Peraturan Pemerintah,...



I

3

l6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentanq penoeroraan

iiffi'di:fsfl ei.rs:%##lT.,,*nB:,'3l-n:!:E n:gxllil"ii}stnj3
Nomor 45021 sebagaimana terah^oiuoin oiinriii-h;"i,fin pemerintah
Nomor 74 Tahun 2113 tentanj ceruuina;-Ai;; i,;;;t;; pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentrnd pens;6rr;;',ru;#;'"b:rdan 

LavananUmum (Lembaran Neoara Rep"ubtii Ld;il.ia'i;il;"rol5"rum#iii:
Tambahan Lembaran Negara nepubiit( tra;;i; ru,imi;l#bl

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentano Dana perimbano
(Lembaran Negara Repubtik tnooneliitanirn-zboB i,iB#c,i"igi,"iffi;H
Lembaran Neg-ara Repirbtik tnOonesia 

- 
Mmo? 4575); 

""'

2005 tentanq Penqelolaan
ublik tndonesi6 Tahu; 2005
egara Republik Indonesia

18, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanq sistem Informasi
Keuangan Daerah, sebagaimata tetatr OiuOatr oung;; p;.riJ.rn pemerintah
!9r10i65 tanun 2010 teitang perubahan iiis pefiiirariieine,intir, nomiii56 Tahqn 2005 tentans SiStem trliormaii-k.*niin o#,an fLemblianNegara Repubtik tndone-sia ranun zOio ttomb;iid, ir;#ilr'i#;;#
Negara Republik Indonesja Nomor 5lS5i;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
Keuangan Daerah (Lembaran Neoara Heo
Nomor 140. Tambahan Lemdaran N
Nomor 4578);

an
an

20, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentano pedoman penvusunan
d an penerapan Standar petayanan wtnimit'llJm6;r.il- N;ilr.;"ftilbt,1ii
lndonesia Tahun 2005 Nomor'1 50, ramoitiiriGmGrah rire6i,a ne[uniii<
lndonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanq pedoman pembinaan
dan Pengawasan penyelenggaraan pimerinijnii 6i6rah rLembaran
Negara R6pubtik tndone6ia r5Eun 2oos Nom"o;'j66, T;fi;ft.'[ffi#;
Negara Republik lndonesra Nomor 4593);

22 Peraluran.Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentanq peraooran Keuanoan
dan Kinerja rnstansi pemerintah (Lembaran tteqaia ReSuoik ririi",iriSs]l
Tahun 2006 Nomor 25. Tambrhari aemb;ia; r,i-e!]r.a 

'iiluorir 
Indonesia

Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2c]Ol tentanq Laooran
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepadi pem6rl'nlifr. IiSoiail
Keteranggn Pertanggungiawaban Kepala Daerdh kepada Dewan Penrubkilan
Hakyat Uaerah .dan lnformasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Kepaoa Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
N0m0r 19, I ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraluran Pemerintah Nomor'16 Tahun 2010 tentanq pedoman penvusunan
Peraturan Dewan Penryakilan Rakyat Daerah tentlnq fata fertiO'bewin
Penruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Neqara Republik lndonesn Tatrun
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nelara Reilublik Indonesia Nomor
5104);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7'l Tahun 2010 tentanq Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Neqara Republik IndonesiaJahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Ne!ara Re[ublik Indonesia Nomor 5165):

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5219);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentano Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Norior 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

28. Peraturan Pemerrntah
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DeSa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan
Lembaraan Negara Republik lndonesia Nomor 5539);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negaran Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor BB dan Tambahan
Lembaraan Negara Republik lndonesia Nomor 569a);

30, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

31. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20'16 Nomor 253);

32, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2011 Nomor310);

33, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nomor 540);

34, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 874);

36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil lt/inyak dan Gas Bumi dan Dana
Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 71);

37. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2008 Nomor 253);

Dengan Persetujuan .......
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Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

Anggaran Pendapatan dan
sebagai berikut :

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O1l

MEMUTUSKAN;

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017,

Pasal 1

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

3, Pembiayaan Daerah:

a, Penerimaan
b, Pengeluaran

Rp, 2.701.388.665,095,83

R 2,714 .771 08 B3

Surplus / (Defisit) Rp. (13.20i.106.813,00)

Rp 22.328,655,046,00
Ro 9127,548 233,00

Pembiayaan Netto Ro 13 201.106,813,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp, 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumtah Rp. 247.11 1.499.871,00
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1 .575.506,'163.244,83

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp, 878,771,001.980,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 23.386.309.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp, 3.610.850,000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp. 20,01 5,000.000,00

d. Zakat Rp. 9.900.032.000,00

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

Rp. 190 199.308 871,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a, Dana Transfer Umum sejumlah Rp, 1 ,235.281 ,787.573,83

b, Dana Transfer Khusus sejumlah Rp. 340.224,375,671 ,00
(4) LainJain pendapatan ,,..,..

dan
BUPATIACEH UTARA
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(4) LainJain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a,Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya

sejumtah Rp, 57,264. 189,71 5,00
b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 642.814.441.OOO,OO
c.Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya

Rp.178.692 37j 265,00

(1) Belarja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:a. Belanja Trdak Langsung sejumtah Rp 1.736 483 fB6fO2,00

,^, : , 
H9tT? Langsung sejumtah Rp. 928,106,585.106,83

(z) ueranja. trdak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:
a Belanja Pegawar sejumlah Rp. 914.753,971.336,00
b. Belanja Subsidi Rp, 3.500 000.000,00
c. Belanja Hibah sejumtah Rp, 32..103,358.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumtah Rp 24.728,85.046,00
e. Betanja Bagi Hasil kepada provinsilKabupaten/Kota 

Oin
Pemerintah Desa Rp. 2.643,434.255,00

f. Bantuan Keuangan Kepada pemeriniah Desa
dan Partai Politik sejumtah Rp, 754,552.938.165,00

- g. Belanja Tidak Terduga sejumtah Rp 4.201 100 000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaisud pada ayat (i; rrurut b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumtah Rp. 74..199.123.200,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 467 .445.182.967,00
c, BelanjaModalsejumlah Rp.436,462,228,939,83

Pasal 3

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp, 22.328.655.046,00
b. Pengeluaransejumlah Rp, 9.127.548.233,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp. 22.328,655.046,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Pembayaran Utang Pihak Ketiga Rp. 9.127,548.233,00

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:
1, Lampiran I RingkasanAPBK;
2. Lampiran Il Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

3, Lampiran lll

Pasal 5
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3. Lampiran lll

4. Lampiran lV

5, Lampiran V

6, Lampiran Vl
7, Lampiran Vll
B, Lampiran Vlll
9. Lampiran lX

l0.Lampiran X

1 l.Lampiran Xl
l2.Lampiran Xll
'l3.Lampiran Xlll

Rincian APBK menurut Urusan pemerintahan 
Daerah,

9lg:::::, sKpD, pendapatan, Beranja lirl p.ruirvJri,"
t(ekapitulasi Belanja menurut Urusan pemerintahan
uaeran Organrsasi SKpD, program, dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Kes6larasan dan
nererpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan Fungsi

119, TTrgf pengelotaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan p"er Jabatan;
uattar plutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainJain;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
Daftar kegiatan-kegiatan talun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggir-kan kembali dalam
tahun anggaran ini;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya,..yang selanjutnya diusulkan Oafim rancantii
perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaian,
Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria JJbagai
berikut :

a lukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerjntah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (.1)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat
menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belan.la tidak terduga tidak
mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b, Memanfaatkan uang kas yang tersedia,

Pasal 7

Sebagai tindaklanjut dari rasionalisasi belanja maka :

a. Bupati melakukan penundaan pelaksanaan beberapa pekerlaan pada

kegiatan pembangunan gedung kantor pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman dan penundaan pembayaran utang BPJS pada

Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang diberi tanda bintang sampai dengan

adanya peraturan Bupati lebih lanjut;

b. Tanda bintang
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b Tanda bintang sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dihapus dengan

peraluran Bipati dengan mempertimbangkan realisasi.pendapatan pada

semester pertama dan prognosis realisasi pendapalan pada semester kedua

dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belania Kabupaten Tahun Anggaran 2017 dafi

diberitahukan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara.

Pasal 8

Bupati Aceh Utara menetapkan Peraturan tentang Peniabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanla Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBK.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

H. MUHAMMAD TIIAIB

PIt. SEKRETARIS DAE
PATEN ACEH UT

.&l--
ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi

Ka. BPKD d
Kabid. Anggaran il,
Kabag. Hukum t-

LEIVBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHU N 201 7 NOMOR 3

'NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PRoVTNSTACEH (3/13/2017)',

RAH /
ARA,(

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 23 Februari 2017 lV

26 Jumadil Awal 1438 H

// auextAcEH UTARA,\L.

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 20'17 M

26 Jumadil Awal 1438 H


